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Abstrak 


Penelitian ini membahas tentang hegemoni dan bentuk legitimasi 
pemerintahan orde baru terhadap aktivis di dalam novel Laut Bercerita 
karya Leila S. Corduri. Dalam penelahaannya, ditemukan adanya usaha 
pemerintahan orde baru untuk menghegemoni rakyat dan para aktivis lewat 
serangkaian legitimasi untuk menciptakan dominasi demi kelanggengan 
periode pemerintahan orde baru. Merujuk pada pandangan Gramsci 
tentang dua kunci menciptakan dominasi ialah melegitimasi lewat alat 
negara dan Lembaga sosial seperti paguyuban, organisasi sosial dan lain- 


lain. Penelitia ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptis. 


Kata kunci: Kritik sastra, Hegemoni, Legitimasi. 


Pendahuluan 


e Latar Belakang 


Menurut Miller (2011: 12), sastra adalah penggunaan secara khusus 
kata-kata atau tanda-tanda yang ada dalam beberapa bentuk 
kebudayaan manusia di manapun, dan di masa apapun. Selain itu 
karya sastra memiliki pengertian mengenai sesuatu hal yang 
disepakati dan pasti secara bersama, jika karya sastra merupakan 


sebuah perihal yang berkaitan dengan kebahasaan. Sastra hadir 


dengan membentuk serangkaian bunyi dengan pola yang memiliki 
aturan tertentu atau dapat diartikan sebagai keadaan dari adanya 
permasalahan kebahasaan, sehingga pada pemerolehan intelektual 
melalui sastra dapat diperoleh melalui pengetahuan tentang bahasa 
(Widada, 2009:09). Oleh karena itu, seringkali penulis sastra 
menyuarakan pandangannya terhadap suatu fenomena atau isu yang 
ia ilhami kemudian dituangkan ke dalam sebuah tulisan (sastra) 
sehingga dapat diterima, dipahami, dan dirasai emosi dari 
pergejolakan penulis terhadap sebuah isu atau fenomena. Salah 
satunya ialah Leila Chudori di mana ia menulis sebuah novel berjudul 
Laut Bercerita. Dalam tulisan tersebut, Leila mengemukakan 
pandangannya terhadap sebuah peristiwa sejarah dan hegemoni orde 


baru ke dalam sebuah cerita. 


Menurut Bellamy (Patria dan Arief, 2014:121) hegemoni merujuk 
pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam 
masyarakat sipil yang lebih tinggi lainnya. Sehingga bisa 
dikatakan ideologi tidak lahir begitu saja dari pikiran seseorang, 
melainkan ada berbagai perangkat kerja dan transmisi yang saling 
terhubung, yang pada akhirnya bisa menjangkau pikiran setiap 
individu. Pada fase ini, maka peran bahasa menjadi sangat penting, 
karena pada prinsipnya penggunaan bahasa tidak bisa lepas dari 
ideologi. Secara praktik, bahasa kemudian menjadi sarana yang 
sangat efektif untuk menyebarluaskan ideologi (Arifin, 2018). 
Sebuah teori sebelum adanya Alan Swingewood, muncul teori 
hegemoni, yang lahir dari pemikiran Marxisme. Teori hegemoni lahir 
dari adanya pemikiran kaum Marxist yang pada saat itu terjadi 
kekuasaan yang monarki di Rusia. Oleh karena itu, seluruh 
pembahasan terkait hegemoni mengalir dalam pemikiran Marxisme. 
Tetapi, saat ini konsep hegemoni dipandang sebagai suatu kenetralan 


dalam memandang berbagai bentuk hubungan kekuasaan di dunia 


politik, ekonomi, sastra, sosial, dan budaya. Hegemoni adalah salah 
satu bentuk kekuasaan dan kepemimpinan yang didapat melalui 
consensus maupun persetujuan, (Falah, 2018:536). Oleh karena itu, 
sebuah kekuasaan dan kepemimpinan yang didapat bukan karena 
keterpaksaan, melainkan didapat dengan cara kedamaian. Mekanisme 
kepemimpinan didapatkan melalui cara politis dan ideologi Gramsci, 
(1971:57). Dalam konsepnya, hegemoni tidak hanya dilihat dari skala 
besar antar negara, melainkan juga dalam skala kecil antara individu 
maupun personal. Individu maupun kelas sosial tertentu berkuasa 
terhadap individua tau kelompok tertentu melalui persetujuan dan 
ideologi. Ideologi dalam perspektif karya sastra dipandang sebagai 
gagasan, kesadaran, dan sebuah keyakinan yang dipercayai 
masyarakat di dalam kehidupan (Falah, 2018:102). 

Teori hegemoni sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi tradisi 
Marxis. Menurut Femia pengertian semacam itu sudah dikenal oleh 
orang Marxis lain sebelum Gramci, seperti: Karl Marx, Sigmund 
Freud, Sigmund Simmel. Yang membedakan teori hegemoni Gramci 
dengan penggunaan istilah serupa itu sebelumnya adalah, Pertama, ia 
menerapkan konsep itu lebih luas bagi supremasi satu kelompok atau 
lebih atas lainnya dalam setiap hubungan sosial, sedangkan 
pemekaian iistilah itu sebelumnya hanya menunjuk pada relasi antara 
proletariat dan kelompok lainnya. Kedua, Gramci juga 
mengkarakterisasikan hegemoni dalam istilah “pengaruh kultural”, 
tidak hanya “kepemimpinan politik dalam sebuah sistem aliansi” 


sebagaimana dipahami generasi Maryxis terdahulu (Femia, 1983). 


Laut Bercerita sendiri mengisahkan tentang mahasiswa Bernama Laut 
yang bergabung ke dalam kelompok aktivis untuk memperjuangkan 
negara yang demokratis dan membasmi hegemoni pemerintahan orde 
baru. Kecintaannya dengan sastra dan buku-buku Pramodya, Seno 


Gumira, N.H Dini menjadikan Laut merasa dekat dan tergerak ikut 


diskusi-diskusi mahasiswa. Setelah bergabung ke dalam ormas 
Winarta, ia dan kawan-kawan secara konsisten menyusun strategi 
untuk membantu dan melawan lapisan masyarakat lain yang ditindas 
hak-nya seperti para petani. Sehingga lahirlah Aksi Blangguan. 
Karena gencar dan membaranya aktivis-aktivis ini membantu dan 
melawan hegemoni pemerintahan orde baru menyebabkan gencarnya 
serangan pemerintah untuk menangkap, mengasingkan, menyiksa, 
dan memenjarakan semua spektrum masyarakat yang membangkan 
dan tak sependapat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh 
karena itu, di akhir cerita, dikisahkan ada Sebagian aktivis yang 
dilepaskan pasca penyiksaan, ada yang dibunuh, diasingkan, juga 


hilang tanpa kepastian hingga bertahun-tahun reformasi. 


Novel Laut Bercerita ini sebetulnya digolongkan sebagai novel sejarah 
sastra karena mengangkat peristiwa kelam tahun 98. Alasan 
pemilihan novel Laut Bercerita sendiri ialah kompleksitas alur yang 
menarik untuk dikritisi juga pemilihan tema yang baru bagi peneliti. 
Banyak aspek kebahasaan, penceritaan, karakteristik tokoh yang 


menarik untuk dikritik dan dibahas. 
Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hegemoni pemerintahan orde baru terhadap aktivis 
yang dianggap pemberontak? 
2. Apa saja bentuk legitimasi yang dilakukan oleh pemerintah orde 


baru terhadap aktivis '98? 


Tujuan Penelitian 


Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji potret 
hegemoni dan bentuk-bentuk legitimasi yang pemerintah orde baru 


lakukan oleh aktivis '98 untuk menciptakan dominasi. 


Metode Penelitian 


Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian 
deskriprif analisis. Menurut Ratna deskriptif analisis dilakukan 
dengan cara pendeskripsian fakta-fakta yang kemudian disusul 
dengan analisis (Ratna, 2009: 53). Penelitian ini juga disebut 
penelitian kualitatif. Fraenkel dan Wallen dikutip oleh Suharsaputra 
menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti mengkaji kualitas 
hubungan atau material dengan penekanan kuat pada deskripsi 
menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang 


terjadi pada situasi tertentu (Suharsaputra, 2012: 181). 


Penelitian Terdahulu 


Penelitian terdahulu yang membahas hegemoni kekuasaan ialah 
HegemoNI Kekuasaan Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. 
Chudori oleh Achmad Rizal Taufigi, Kasnadi, Cutiana Windri Astuti 
dari Jurnal STKIP PGRI Ponorogo. Jurnal terseBut membahas perihal 
hegemoni kekuasaan dengan pandangan ideologi otoritanisme di 
mana terdapat 4 elemen. Adapun keempat teori salamini ini 
mencakup i) elemen kesadaran, ii) elemen material, iii) elemen 
solidaritas-identitas dan iv) elemen kebebasan.Hasil dari penelitian 
mengacu pada rumusan masalah yang kedua, yaitu teori demokrasi 
yang menggunakan teori ideologi salamini terdapat data pada 


empat elemen. Adapun keempat teori 


Salamini ini mencakup i) elemen kesadaran, ii) elemen material, 


iii) elemen solidaritas-identitas dan iv) elemen kebebasan. 


Faktor pembeda dari penelitian yang saya kerjakan ialah saya 
berfokus pada hegemoni kekuasaan dari Gramsci dan mendetail 
bahas bentuk-bentuk legitimasi yang diusung untuk mencapai 


dominasi pemerintahan orde baru. 


Pembahasan 


Landasan Teori 


1. Kritik Sastra 


Tanaka (1976:49--50) berpendapat bahwa dalam kaitannya 
dengan sistem mikro dan makro sastra, kritik sastra dibedakan 
menjadi dua kategori sistem, yaitu sistem kritik akademik (the 
academic critic system) dan sistemkritik umum (the general 
critic system). Kritik akademik adalah kritik yang berkembang 
di lingkungan akademik dan kategori kritik ini dikembangkan 
oleh para akademisi: dan kritik umum adalah kritik yang 
berkembang dalammasyarakat umum dan biasanya media yang 
digunakan adalah media massa umum. Sasaran yang dituju oleh 
kritik akademik adalah khalayak terbatas, kecuali jika kritik 
tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat 
dikonsumsi oleh masyarakat umum, sedangkan kritik umum 
sejak awal memang ditujukan kepada khalayak umum (luas). 
Sementara itu, Said (Damono, 1998/1999) membagi kritik sastra 
menjadi empat bentuk, yaitu (1) kritik sastra praktis/umum 
(practical criticism), (2) sejarah sastra/akademik (academic 


literary history), (3) apresiasi dan interpretasi sastra (literary 


appreciation and interpretation), dan (4) teori sastra (literary 
theory). Walaupun diklasifikasikan menjadi empat bentuk, 
pengertian atau batasan yang diajukan Said pada dasarnya 
tidak berbeda dengan pengertian yang diajukan oleh Tanaka. 
Pengertian bentuk kritik (1) model Said sama dengan 
pengertian kritik umum model Tanaka, bentuk kritik (2) dan (4) 
model Said sama dengan kritik akademik model Tanaka: dan 
bentuk kritik (3) model Said lebih luwes, dalam arti kritik 
tersebut dapat dikategorikan baik sebagai kritik akademik 


maupun kritik umum model Tanaka. 


Sedangkan berdasarkan orientasinya kritik sastra dibedakan 
menjadi kritik mimetik (mimetic criticism), kritik pragmatik 
(pragmatic criticism), kritik ekspresif (expressive criticism), dan 
kritik objektif (objective criticism). Kritik judisial adalah kritik 
yang dalam penilaiannya menggunakan standar (konsep, teori, 
aturan) tertentu, sedangkan kritik impresionistik sebaliknya, 
tidak menggunakan standar tertentu tetapi hanya berdasarkan 
kesan (impresi) kritikus terhadap karya sastra (bdk. Pradopo, 
1988:28—30). Sementara itu, kritik mimetik berorientasi pada 
tiruan atau gambaran ide (alam, dunia, kehidupan), kritik 
pragmatik berorientasi pada pembaca atau penikmat, kritik 
ekspresif berorientasi pada pengarang atau pencipta, dan kritik 
objektif berorientasi pada karya sastra (bdk. Pradopo, 2002:40— 
46). 


. Hegemoni 
Hegemoni menurut Gramsci ialah persoalan tertindasnya 


kesadaran masyarakat oleh negara. Hubungan negara dengan 


rakyat merupakan tempat masuknya hegemoni kekuasaan, di 


mana kehidupan rakyat mengalarni penjajahan oleh kekuasaan 
negara. Akibatnya, masyarakat tidak berdaya, karena tidak ada 
ruang bagi rakyat untuk dinamika pedesaan dan kawasan untuk 
mengembangkan kesadarannya secara mandiri. Segala aspek 
kehidupan rakyat diatur oleh negara dan anehnya penindasan 
itu tidak disadari oleh rakyat (D. Kristanto, 2000). Melalui 
konsep hegemoni, Gramsci beragumentasi bahwa kekuasaan 
agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua 
perangkat kerja. Pertama, adalah perangkat kerja yang mampu 
melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau 
dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang 
bernuansa law enforcemant. Perangkat kerja yang pertama ini 
biasanya dilakukan oleh pranata negara (state) melalui 
lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi dan bahkan 
penjara. Kedua, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk 
masyarakat beserta pranatapranata untuk taat pada mereka 
yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, 
kesenian dan bahkan juga keluarga (Heryanto, 1997). Perangkat 
karja ini biasanya dilakukan oleh pranata masyarakat sipil (civil 
society) melailui lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM, 
organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban dan 


kelompok-kelompok kepentingan (interest groups). 


Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni, bahwa suatu 
kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas- 
kelas di bawahnya dengan dua cara, yaitu kekerasan dan 
persuasi. Cara kekerasan (represif/ dominasi) yang dilakukan 
kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan 
dominasi, sedangkan cara persuasinya dilaksanakan dengan 
cara-cara halus, dengan maksud untuk menguasai guna 


melanggengkan dominasi. Perantara tindak dominasi ini 


dilakukan oleh para aparatur negara seperti polisi, tentara, dan 
hakim (Simon, 2004:9). Berikut bentuk-bentuk kekuasaan. 


(1) Kekuasaan Paksaan (Coercive Power) Alasan untuk mentaati 
kekuasaan paksaan dapat berupa rasa takut dan 
konsekuensi terhadap pembangkangan suatu perintah. 
Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh 
Basrowi(2005:118), bahwa alasan untuk mentaati kekuasaan 
paksaan berupa rasa takut, baik secara fisik, seperti dipukul, 
ditangkap, dipenjarakan, atau dibunuh.: rasa takut non fisik, 
misalkan kehilangan pekerjaannya, dikucilkan, dan 


diintimidasi. 


(2) Kekuasaan Imbalan (Insentif power) Pematuhan yang 
dicapai berdasarkan kemampuan untuk membagikan 
imbalan yang dipandang oleh orang lain sebagai berharga. 
Imbalan adalah sesuatu yang meningkatkan frekuensi 
kegiatan seorang pegawai. Sesuatu yang dinamakan imbalan 
atau bukan tergantung pada keseluruhan pengaruh terhadap 
pegawai. Imbalan muncul akibat adanya pemenuhan 
kekuasaan paksaan, apabila perintah dari seorang yang 
memiliki kekuasaan yang dilaksanakan, maka orang tersebut 
terkadang mendapat suatu reward karena telah 


melaksanakan perintah dengan baik. 


(3) Kekuasaan Sah (Legitimate power) Pada dasarnya 
kekuasaan yang sah merupakan suatu kemampuan 
seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. 
Seseorang yang tingkatannya lebih tinggi memiliki 
kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. 


Kekuasaan yang diturunkan seseorang karena wewenang, 


biasanya mencakup kekuasaan paksaan. Pada prinsipnya, 
kekuasaan sah ini timbul karena kedudukan yang dimiliki, 
sehingga ia memiliki wewenang yang besar dalam 


menjalankan sesuatu. 


(4) Kekuasaan Ahli (Expert power) Kekuasaan ini adalah suatu 
karakteristik pribadi. Berbeda dengan kekuasaan legitimasi, 
imbalan, dan paksaan, empat kekuasaan ini sebagian besar 
ditentukan oleh organisasi, karena posisi yang didudukinya. 
Seseorang yang secara luas diakui dapat diandalkan sumber 
teknik atau keahliannya untuk menilai atau memutuskan 
dengan tepat, adil, atau bijaksan, dan diberikan kewenangan 


dan status oleh rekan-rekan atau publik. 


(5) Kekuasaan Referen (Referen power) Kekuasaan referen 
merupakan suatu pengaruh yang didasarkan atas pemilihan 
sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan oleh 
seseorang. Referent Power (Kekuasaan rujukan) adalah 
kekuasaan yang timbul karena karisma, karakteristik 
individu, keteladanan, atau kepribadian yang menarik. Dari 
karakter tersebut, banyak orang yang mengidolaknnya, 
sebagai pemimpin yang mampu dianggap sebagai panutan 


dan membawa perubahan dalam suatu lingkungan. 


3. Legitimasi 


Menurut Weber, kepercayaan pada legitimasi sistem politik 
melampaui filosofi dan mereka secara langsung 
berkontribusi pada stabilitas dan otoritas sistem negara. 


Semua penguasa memiliki penjelasan tentang 


keunggulan mereka, penjelasan yang umum diterima tetapi 
selama krisis dapat dipertanyakan. Weber melihat hanya 
tiga kategori strategi legitimasi (yang ia sebut "tipe murni") 
yang digunakan untuk membenarkan hak penguasa 
untuk berkuasa. (Weber dalam (Bendix, 1977: 295) Legitimasi 
merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap 
hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan 
melaksanakan keputusan politik. Secara garis besar legitimasi 
merupakan hubungan antara pemimpin dengan yang 
dipimpin, hubungan tersebut lebih ditentukan oleh yang 
dipimpin karena penerimaan dan pengakuan atas kewenangan 
hanya berasal dari yang diperintah. Weber dalam (Ritzer: 
145-146) Terdapat 3 jenis otortitas dalam legitimasi. Di 


antaranya ialah: 


i. Otoritas Tradisional 


Pertama adalah otoritas dari "kemarin yang kekal." 
Jenis otoritas ini didasarkan pada konvensi yang 
memiliki validitas melalui sikap kebiasaan terhadap 
menjaga adat istiadat yang disucikan. Jenis kekuasaan 
"tradisional" [Herrschaft] ini dipraktekkan oleh para 
patriarki dan pangeran-pangeran patrimonial dari 
aliran lama. (Weber, 1919) 


ii. Otoritas Karismatik 


Tetapi sebagai tambahan [kedua], ada otoritas yang 
didasarkan pada karunia rohani pribadi khusus 
(karisma), dan yang tercermin dalam dedikasi 


pribadi dan kepercayaan pribadi dalam wahyu, 


iii. 


kepahlawanan, atau ciri-ciri ciri lain dari Seorang 
Pemimpin [Führer]. Herrschaft yang berdasarkan 
karismatik ini dipraktekkan oleh seorang nabi atau — 
jika Anda berpikir dalam dimensi politik —oleh seorang 
panglima perang yang dipilih, atau [di Romal 
"Penguasa" yang populer, demagog agung, dan 
pemimpin partai-partai politik. (Weber, 1919) 


Otoritas Legal 


Akhirnya, ada otoritas kekuasaan yang efektif [Herrschaft] 
berdasarkan "legalitas," keyakinan dalam validitas 
undang-undang hukum yang dibenarkan oleh 
aturan-aturan rasional, kompetensi profesional, [dan 
yang karenanya mengekspresikan sikap patuh dalam 
memenuhi tugas yang ditentukan mereka) . Ini berarti 
[kekuasaan dalam negara modern] didasarkan pada 
“pegawai negeri” modern dan pada semua pemegang sah 
dari kekuatan [sah] yang menyerupai mereka. Dapat 
dipahami bahwa dalam kehidupan nyata, kepatuhan 
seperti itu disebabkan oleh motif ketakutan dan 
harapan yang sangat besar, serta kepentingan lain. 
[Misalnya], rasa takut dapat disebabkan oleh ketakutan 
akan balas dendam kekuatan magis dan takhayul, atau 


"Penguasa" yang memegang kekuasaan. (Weber, 1919) 


Implementasi Teori pada Cerita 


A. Hegemoni Pemerintahan Orde Baru terhadap Aktivis 


Gramsci beragumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan 
langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. 
Pertama, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak 
kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain 
kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa law 
enforcemant. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya 
dilakukan oleh pranata negara (state) melalui lembaga-lembaga 
seperti hukum, militer, polisi dan bahkan penjara. Kedua, 
adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat 
beserta pranatapranata untuk taat pada mereka yang berkuasa 
melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian dan bahkan 
juga keluarga (Heryanto, 1997). Perangkat karja ini biasanya 
dilakukan oleh pranata masyarakat sipil (civil society) melailui 
lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM, organisasi sosial 
dan keagamaan, paguyuban-paguyuban dan kelompok-kelompok 


kepentingan (interest groups). 


Cara hegemoni untuk mendapatkan dominasi yang Gramsci 
jabarkan pun digambarkan pula oleh Leila Chudori dalam novel 
Laut Bercerita. Pemerintahan orde baru dinarasikan sangat 
memanfaatkan alat-alat negara untuk melegitimasi dominasi 
negara atas rakyat. Pemerintahan orde baru aktif mengancam, 
menggertak, menangkap, memenjarakan, mengasingkan bahkan 
membunuh rakyat atau suatu kelompok yang dinilai 
memberontak dan melenceng dari ideologi pancasila yang 
dicitrakan oleh orde baru. Seperti bagaimana pemerintahan 
orde baru yang membakar buku-buku kiri dan pergerakan, 
mencacati dewan rakyat, mengekang ruang gerak media massa, 
dan memenjari dan menyiksa aktivis-aktivis pembela rakyat 


tertindas. 


B. Intimidasi Pemerintah terhadap Aktivis dan Ploretar 


» Pelarangan Diskusi Menyimpang Pancasilais (Pemerintah) 


“Tapi drama Panembahan Reso itu juga tentang 
perebutan kekuasaan,” Bapak menambahkan. “Kalian 
harus berhati-hati, zaman sekarang intel sering 
menyelusup ke dalam acara diskusi mahasiswa dan 
aktivis. Beberapa kolega Bapak dari majalah Tera 
mengatakan bahwa selalu saja ada intel yang bergonta- 
ganti mengikuti beberapa wartawannya. Juga mereka 
senang sekali keluar masuk LBH, berpura-pura 
menjadi aktivis.”(Chudori, 2018:76) 


Data di atas menunjukkan bahwasanya banyak sekali alat 
negara yang diutus untuk membasmi tindak-tanduk 
pemberontakan yang merusak kelanggengan orde baru. 
Perkara ini seperti menjadi conern penangkapan semacam 
ini banyak dilakukan di masa orde baru. Pada penggalan 
di atas, Laut tidak gentar dengan peringatan ayahnya. 
Juga penggalan tersebut menjadi salah satu data yang 
menunjukan adanya proses legitimasi pemerintah orde 
baru untuk membungkam dan menekan dalam-dalam 


desas-desus perlawanan. 


> Pelarangan Distribusi Karya Sastra Pemberontakan 


” 


“Karya-karya sastra yang dilarang, pastinya...” asmara 


menambahkan, “semua karya Pramoedya itu lo, Bu, buku 


yang menyebabkan anak-anak Yogya itu 
ditangkap.” (Chudori, 2018:74) 


Data di atas merujuk pada pelarangan distribusi karya 
sastra yang dinilai menyintik pemberontakan. Hal ini 
dilakukan sebagai bentuk hegemoni intelektual di mana 
penyelarasan paham dan pengukungan ideologi agar tidak 
adanya dorongan pemberontakan dari kaum intelektual 
dan proses legitimasinya dengan cara paksaan seperti 


penangkapan oleh pihak kepolisian. 


“Karena peristiwa penangkapan para aktivis masih saja 
menggelayuti Yogyakarta, membawa-bawa fotokopi buku 
karya Pramoedya anantaToer sama saja dengan 
menenteng bom: kami akan dianggap berbahaya dan 
pengkhianat bangsa.” (Chudori, 2018:20) 


Data di atas menjadi tambahan informasi berupa contoh 
karya sastra yang paling ditentang oleh pemerintah orde 
baru seperti Pramoedya Anantra Toer. Dalam penarasian, 
Leila S. Chudori cukup rinci mendeskripsikan detail-detail 


kecil dalam cerita seperti ini. 


Pembatasan Ruang Kritik Media Massa 


“Di dalam kumpul-kumpul para pimpinan media itu, sang 
Menteri biasanya dengan gaya teaterikalnya 
menyindir media-media yang tak patuh padanya." 
(Chudori, 2018:72) 


Data di atas menunjukan bahwasanya secara terang- 
terangan alat negara menggertak langsung para awak 
media yang menyebarkan kabar untuk tunduk dan 
menyetujui aturan, keputusan, tindakan, dan pandangan 
pemerintah. Tentunya hal ini melemahkan peran media 
sebagai lahan bebas untuk menyeruakan pendapat dan 
salah satu bentuk kedemokratisan suatu negara. Jika hal 
ini saja dibungkam, tentu rakyat akan mati dari kebebasan 
bersuaranya sendiri. Pemilihan latar belakang keluarga 
Laut yang dekat dengan politik dan jurnalis tentu menjadi 
menarik, menggambarkan bahwasanya karakteristik Laut 
yang kuat dan dekat dengan ancaman akan tetapi tetap 
terjun langsung sebagai aktivis yang membela hak rakyat 


kecil. 


Matinya Alat Negara Penampung Aspirasi Rakyat 
(DPR/DPRD) 


Tentu tidak, nanti di Surabaya kita bergerak ke DPRD 
Jatim,” Sang Penyair menjawab sambil menghela napas. 
(Chudori, 2018:135) 

“Yaaah...Mas,” Daniel melenguh, “DPRD kan seperti 
septic-tanc, kerjanya cuma menampung terus.” (Chudori, 
2018:135) 


Selain legitimasi dengan cara membungkam lewat buku, 
media, dan ideologi, digambarkan pemerintahan orde 
baru juga mematikan alat negara yang sebetulnya 
berfungsi sebagai telinga rakyat dan mengabdi untuk 


rakyat. Sehingga hilangnya kepercayaan rakyat untuk 


mengutarakan aspirasl ke badan-badan pemerintahan 
seperti DPRD. 


C. Tindakan Represif & Kekerasan Pemerintah terhadap 
Aktivis 


» Penangkapan Aktivis yang Dianggap Pemberontak 


Peristiwa penangkapan para aktivis karena memiliki 
sejumlah buku terlarang termasuk karya Pramoedya 
Ananta Toer yang terjadi tiga tahun lalu masih 
menghantui kami, (Chudori, 2017:16). 


Legitimasi yang pemerintahan orde baru tidak hanya 
berhenti di ancaman, sindiran, dan gertakan langsung. 
Akan tetapi juga memasuki legitimasi represif dengan 
melakukan kekerasan terhadap pihak-pihak yang dinilai 
memberontak. Mereka akan menangkap mahasiswa- 
mahasiswa yang gemar membaca pemikiran kiri baik itu 
buku non-fiksi ataupun sastra. Hal tersebut cukup 
menghantui dan menakutkan mahasiswa sehingga 
kebanyakan mahasiswa memilih patuh dan tidak 
mendekat dengan buku-buku yang dinilai salah dan juga 
menjauhi ruang-ruang diskusi yang dekat dengan kritik 


pemerintahan. 


Karena peristiwa penangkapan para aktivis masih saja 


menggelayuti Yogyakarta, membawa-bawa fotocopy buku 


karya Pramoedya Ananta Toer sama saja dengan 
menenteng bom: kami akan dianggap berbahaya dan 
pengkhianat bangsa.(Chudori,2017:20). 


Data di atas ialah data penguat bahwa ketakutan tersebut 
memang ada. Mahasiswa-mahasiswa yang aktif berdiskusi 
tentang kebijakan pemerintah, dan gemar membaca buku- 
buku kiri dinilai sama saja dengan teroris yang menenteng 
bom. Seakan-akan membaca buku kiri tersebut seperti 


Tindakan kriminalitas. 


> Memenjara dan Mengasingkan Aktivis 


Jika Kinan sudah terjaring, apa lagi yang tersisa? Bram 
sudah dua tahun di penjara. (Chudori: 158) 

Beberapa kali aku dan Aswin menjenguk Bram di penjara 
Cipinang dan masih menggenggam keyakinan 13 kawan 
yang belum kembali pasti akan muncul satu per satu pada 


saat yang tepat (Chudori: 260) 


Dua data di atas adalah bukti bahwasanya Ada tindakan 
memenjarakan dan mengasingkan aktivis 98 yang 
memberontak pemerintahan orde baru. Yang lebih 
menyesakkannya lagi, Tindakan tersebut bukan hanya 
terjadi saat orde baru, bahkan pada masa memasuki 
reformasi, Bram, salah satu aktivis Winarta dan kawan 
baik Laut masih di penjara—lihat penggalan data ke-2— 
dan 13 aktivis lainnya masih belum ditemukan 


keberadaannya dan gamang terkait kondisinya. 


» Kekerasan pada Para Aktivis 


Aku berteriak-teriak atas nama Tuhan. Tapi suaraku sulit 
keluar. Setrum listrik itu seperti menahan segalanya di 
tenggorokanku. Begitu aku mencoba membuka mulut lagi, 


sebuah sepatu gerigi menginjak mulutku. (Chudori: 57) 


Untuk Tindakan kekerasan sebagai bentuk legitimasi 
pemerintahan orde baru terhadap spektrum masyarakat 
yang memberontak banyak sekali dilakukan. Dalam cerita 
ini dikatakan bahwa aktivis yang tertangkap mendapatkan 
tendangan, pukulan, ditelanjangi, disiram air es, diestrum, 
diinjak, disengat, disundut rokok, ditodong pistol dan lain 
sebagainya. Salah satu bentuk penyiksaan tersebut ada 
pada penggalan data di atas yang mana Laut mengalami 
siksaan diestrum dan diinjak mulutnya oleh sepatu 


bergerigi saat ditanyai keberadaan Kinan. 


D. Perlawanan & Pergerakan Aktivis Melawan Legitimasi 


Pemerintah 


“Dua tahun lalu, sebelum kami dinyatakan buron oleh 
pemerintah, Kinan ditugaskan ke Tandes, Surabaya, 
bersama Sunu, Julius, Gusti, dan Naratama. Mereka 
mengawal buruh 10 pabrik menggelar aksi unjuk rasa 
menuntut kenaikan upah. Saat itu, aku baru saja ditunjuk 
menjadi sekjen Winatra dan Bram menugaskan aku pindah 


ke Jakarta. Karena unjuk rasa yang intens dan melibatkan 


ribuan buruh, tentara merasa mempunyai alasan menangkap 
mereka.” (Laut Becerita, 2018:91). 


Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa 
ialah terjun langsung menciptakan aksi dan gerakan perlawan 
membantu rakyat kecil tertindas seperti pada penggalan narasi 
di atas di mana Winarta secara terorganisir dan terstruktur 
membentuk tim dan mengawal buruh-buruh yang menuntut 
kenaikan upah di beberapa daerah seperti Surabaya, Jakarta, 


dan daerah-daerah lainnya. 
Penutupan 


Salah satu yang menjadikan alasan bahwa Laut Bercerita ialah novel 
sejarah sastra yang banyak sekali pembacanya yang bahkan lintas genre— 
tidak biasa membaca sastra pun membaca Laut Bercerita—karena gaya 
bahasa yang Leila S. Chudori pakai. Leila memakai diksi-diksi ringan dan 
sering terdengar sehingga maksud dan makna dari cerita mudah ditangkap. 
Tentu menjadi keuntungan tersendiri karena jadi lebih banyak pembaca 
yang terkoneksi. Belum lagi tema yang diangkat adalah salah satu peristiwa 
sejarah yang hingga detik ini masih dipertanyakan yaitu gerakan 98 
khususnya di mana 13 aktivis pejuang reformasi hilang tanpa kepastian 
antara hidup dan mati. Akan tetapi, yang menjadi sedikit kekurangan novel 
ini bagi masyarakat sastra ialah gaya bahasa yang ringan tersebut sedikit 
meredupkan emosi kejadian juga kurang merangsang indra terlebih 
beberapa scene seperti kekerasan akan terasa nyata jika penulis tersebut 
mahir memainkan analogi dan majas. Bukan berarti Leila tidak memakai 
alat kebahasaan sastra tersebut, akan tetapi analogi-analogi yang dipakai 
terkesan lempeng dan sarat emosi. Dari segi penceritaan Leila juga pandai 
memaikan alur di mana alur maju-mundur yang menjadi pemantik memori 
kejadian, seperti mengajak pembaca untuk mengingat-ingat, dan terkesan 


rapih penempatan waktunya sehingga tidak membingungkan. Leila pun 


sangat detail menjelaskan suatu kejadian secara latar. Di mana ia berushaa 
mengajak pembaca untuk masuk dan melihat langsung latar penceritaan. 
Selain itu dari pembagian 2 babak cerita dengan 2 sudut pandang 
penceritaan dari tokoh Laut dan Asmara tentunya suatu keputusan jenius 
dalam penceritaan Laut Bercerita. Pembaca jadi menyerap secara penuh 
kepelikan 2 sisi—antara aktivis (Laut) juga keluarganya (Asmara)—sehingga 


alur penceritaannya bulat dan kokoh dengan akhir yang hampa. 


Dari segi bagaimana potret hegemoni kekuasaan dan juga bentuk-bentuk 
legitimasi dalam novel ini, ditemukan bahwasanya pemerintahan orde baru 
menekankan legitmasi pada 3 hal: ideologi, media, dan Tindakan represif 


pada para pemberontak (aktivis dan buruh terkhusus). 
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